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Rujuk merupakan hak suami sebagai imbangan hak talak yang dimilikinya. Islam
menetapkan kebolehan rujuk selama masa iddah mantan isterinya belum habis.
Kebolehan rujuk ini harus diperhatikan suami selama masih dalam batas-batas yang
dibenarkan, yaitu rujuk dengan cara yang baik dan dengan tujuan yang baik pula.
Dalam prosesnya, al-Quran dan hadis memang tidak memerintahkan maupun
melarang adanya syarat izin isteri. Namun, menurut jumhur ulama rujuk tersebut
tidak memerlukan izin dan persetujuan isteri. Sementara, aturan yang ada dalam
sistem undang-undang Indonesia justru mengharuskan adanya izin dalam rujuk
suami. Untuk itu, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitiain ini adalah
bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan izin rujuk suami dalam masa
iddah, serta bagaimana dalil-dalil dan metode istinbar hukum yang digunakan para
ulama dalam menetapkan hak rujuk suami. Penelitian ini dilakukan dengan
pendekatan studi pustaka (library reserach). Setelah menganalisa data-data
penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Menurut hukum Islam, izin rujuk suami
dalam masa iddah tidak diperlukan. Rujuk merupakan hak prerogatif suami dan
tidak membutuhkan izin atau persetujuan dari isteri. Suami dapat merujuk isteri
kapanpun. Namun, izin isteri dalam rujuk suami yang berlaku dalam peraturan
perundang-undangan sangat dibutuhkan. Tujuannya untuk menhindari mudharat
dan kerusakan. Dalil yang digunakan para ulama adalah al-Quran surat al-Talaq
ayat 2, surat al-Bagarah ayat 228, ayat 229, dan ayat 231. Adapun metode istinbat
yang digunakan condong kepada metode bayani atau lughawiyyah. Melalui metode
ini, para ulama melihat dalil al-Quran tentang rujuk bersifat umum (‘am).
Keumuman ayat tersebut memberikan hak penuh kepada suami untuk merujuk
isterinya tanpa menimbang adanya izin dan persetujuan dari isteri. Hendaknya
penelitian tentang ketentuan peraturan peundang-undangan harus dilakukan secara
terus menerus. Hal ini berguna di samping memperkaya referensi pada prodi
Hukum Keluarga, juga sebagai bentuk tela’ah, bila perlu sebagai kritik atas pasal-
pasal dalam peraturan peundang-undangan yang kurang relevan dengan hukum
Islam.
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata
Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman
Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai
berikut: *

1. Konsonan
No. | Arab Latin Ket No. | Arab | Latin Ket
. t dengan
1| 0 | Tidak 6| & | ¢ titik di
dilambangkan
bawahnya
z dengan
2 < B 17 b} z titik di
bawahnya
3 < T 18 & ‘
s dengan
4 & S titik di 19 ' gh
atasnya
5 z J 20 o f
h dengan
6 z h titik di 21 a q
bawahnya
7 ¢ kh 22 d k
8 3 D 23 J I
z dengan
9 3 V4 titik di 24 a m
atasnya
10 J R 25 ) n

'Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam
Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), HIm, 29.
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11 J Z 26 )
12 | o S 27 5
13 | Ui sy 28 s
s dengan
14 | oa S titik di 29 S
bawahnya
d dengan
15 | o= d titik di
bawahnya
2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.”
a. Vokal Tunggal VVokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
& Fathah a
Kasrah i
Dammah u

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
¢ o Fathah dan ya Al
5 o Fathah dan wau Au
Contoh:
s = kaifa,

“panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam

Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), HIm, 30.
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Jdss =haula

3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:*

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
ol & Fathah dan alif atau ya a
g o Kasrah dan ya 1
e Dammah dan wau a
Contoh:
6 = gala
&) =ramd
J8 = gila
3% = yagqiilu

4. Ta Marbutah (3)
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Tamarbutah (3) hidup
Ta marbutah ( 3) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.

b. Tamarbutah (3) mati
Ta marbutah ( 3) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (&) diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta
marbutah (3) itu ditransliterasikan dengan h.

*panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam
Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), HIm, 31.
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Contoh:
JakY) 4y : raudah al-agfal/ raudatul agfal
50330 &b : al-Madinah al-Munawwarah/
al-Madinatul Munawwarah
PRGN Talhah
Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai
kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir,

bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.*

*Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam
Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Banda Aceh: Darussalam, 2014), HIm, 32.
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BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Umum dipahami bahwa dalam hukum perkawinan, terdapat kondisi
dimana hubungan perkawinan tersebut dapat diputuskan. Pemutusan hubungan
perkawinan tersebut bisa dilakukan melalui jalan talak yang datangnya dari
suami, gugat cerai dari pihak isteri, atau fasakh yang dilakukan oleh seorang
hakim. Terkait dengan pemutusan hubungan melalui jalan talak, terdapat pula
konsekuensi hukum yang mesti dipikul antara masing-masing pasangan. salah
satu konsekuensi hukum jika terjadi talak adalah persoalan rujuk suami terhadap
isteri yang diceraikannya.

Rujuk dapat diartikan sebagai perihal mengembalikan status hukum
perkawinan setelah terjadinya talak raj’i yang dilakukan oleh bekas suami
terhadap bekas isterinya dalam masa ‘iddah. Kata rujuk secara bahasa diartikan
yaitu kembali, maksudnya adalah kembali hidup bersama suami isteri antara laki-
laki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan jalan talak raj’i selama
masih dalam masa iddah.! Kata “rujuk” diambil dari bahasa Arab, yaitu berasal
dari kata raja’a-yarji’u-raj’an yang berarti kembali atau mengembalikan.?

Sedangkan menurut istilah, kata “ruju’” memiliki beragam redaksi yang

'A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. 3, (Banda Aceh:
Yayasan PeNA, 2010), him. 164.

’Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2012), him. 285.



2
dinyatakan oleh para ulama, salah satunya seperti yang dinyatakan oleh al-

Mahalli sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin yaitu sebagai berikut:
a ° e 0% Wl o s 1 6‘4&
sdall 3 0L 35 b G S ] 3

Artinya: “Kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan ba’in,

selama dalam masa iddah™.?

Imam Syafi’i menyatakan rujuk yaitu:
i 70 »" /?./‘ . w /g/‘{';// “r04
GOl 35 3301 5T 3 A5 AT 831 s

Artinya: “Ruju’ adalah mengembalikan status hukum perkawinan sebagai suami

isteri di tengah-tengah ‘iddah setelah terjadinya talak (raj’i)”.*

Adapun salah satu ayat yang menjadi landasan hukum rujuk yaitu seperti

yang dinyatakan dalam surat al-Bagarah, sebagai berikut:

T AR OV L L I N AT S R SR B S I AT
C)“’?Lc Al e Q’L) L&-;Lo/l l9315) O/l SU'S Q R B> g ey

5
- 8
-

Pl . g . P [a . . >,
D oS e 0 4555 Sale U5 Oyl

Artinya: “Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika
mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai
hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan
tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada

isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana™.

Mengenai pelaksanaan rujuk, jumhur fugaha memandang sah rujuk yang
dilakukan dengan perbuatan tanpa kata-kata. Misalnya dengan jalan mengumpuli

bekas isteri atau dengan perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan antara suami

|Amir Syarifuddin, Hukum Pekawinan Islam di Indonesia; antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang perkawinan, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009), him. 337.

*Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat..., him. 286.

°QS. Al-Bagarah: 228.



3
isteri. Rujuk harus dilakukan dengan pernyataan lisan dari bekas suami kepada
isteri. Sejalan dengan adanya syarat persaksian dalam talak, dalam hal rujuk harus
dipersaksikan.®

Pada prinsipnya, dalam hukum Islam, ulama sepakat bahwa hak rujuk
tersebut merupakan milik suami. Suami bisa merujuk isterinya kapanpun dan di
tempat manapun. Kedudukan hukum rujuk dalam masa ‘iddah tentunya masih
memiliki banyak pertanyaan, salah satunya apakah rujuk perlu mendapat
persetujuan dari pihak isteri ataupun tidak.

Dalam hukum Islam, suami dapat merujuk isteri tanpa harus meminta izin
atau persetujuan dari isterinya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan, hak rujuk
merupakan hak otoritas Allah SWT, sehingga suami tidak bisa bersepakat dengan
isteri untuk menggugurkannya. Beliau menambahkan bahwa dijadikannya talak
sebagai hak milik laki-laki yang menikahi (suami), karena yang mempunyai hak
untuk mempertahankan isterinya, yaitu untuk kembali rujuk kepadanya.” Artinya
suami yang ingin merujuk isteri tidak diharuskan meminta persetujuan isteri, atau
keridhaannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa ketentuan fikih Islam
tentang rujuk tidak didasari oleh adanya peran isteri di dalamnya. Dalam hal ini,
isteri hanya dapat berlaku pasrah terhadap suami yang ingin merujuknya. Dalam
arti isteri mau tidak mau ketika suami merujuknya, maka perkawinan mereka

yang sebelumnya telah diputuskan akan kembali seperti semula.

®A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan..., him. 165-166.

"lbnu Qayyim al-Jauziyah, Zadul Ma’ad fi Hadyi Khairil ‘Ibad, ed. In, Zadul Ma’ad;
Bekal Perjalanan Akhirat, (terj: Amiruddin Djalil), jilid 6, cet. 5, (Jakarta: Griya llmu, 2016),
him. 330.
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Namun demikian, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditetapkan
bahwa suami yang ingin merujuk isteri, terlebih dahulu diharuskan meminta
persetujuan dari mantan isterinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat
2 KHI. Intinya, rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai
Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.® Bahkan, dalam materi
Pasal 164 KHI, disebutkan bahwa isteri mempunyai hak untuk mengajukan
keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah dan disaksikan dengan dua orang saksi.

Dari paparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang
kedudukan izin rujuk suami dalam masa ‘iddah, khususnya dilihat dari sudut
pandang hukum Islam. Ketertarikan peneliti untuk mengkaji persoalan ini
menimbang beberapa hal. Pertama, persoalan izin rujuk selalu relevan untuk
dikaji dalam konteks hukum dewasa ini. Kedua, peneliti ingin mengetahui
bagaimana sesungguhnya dalil-dalil hukum tentang rujuk serta tafsirnya. Untuk
itu, peneliti ingin mengkajipersoalan tersebut dengan judul: “Kedudukan 1zin

Rujuk Suami Dalam Masa ‘Iddah: Analisis Perspektif Hukum Islam”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan izin rujuk suami dalam

masa iddah?

®Citra Umbara, Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Citra Umbara, 2007), him. 287.
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2. Bagaimana dalil-dalil dan metode istinbas hukum yang digunakan para ulama

dalam menetapkan hak rujuk suami?

1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan izin rujuk suami
dalam masa iddah.
2. Untuk mengetahui dalil-dalil dan metode istinbas hukum yang digunakan para

ulama dalam menetapkan hak rujuk suami?

1.4. Penjelasan Istilah

Ada dua istilah penting yang perlu dijelaskan terkait judul penelitian ini,
yaitu kedudukan hak rujuk, dan masa ‘iddah. Istilah-istilah tersebut dijelaskan
dengan tujuan untuk memberikan penjelasan singkat sehingga memudahkan
pembaca dalam memahami istilah yang dimaksudkan. Adapun penjelasannya
adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Izin Rujuk

Kata “kedudukan” berarti status mengenai keadaan yang sebenarnya.
Sedangkan kata “izin” berarti pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan
sebagainya), sikap rela, ridha, atau persetujuan dan membolehkan.® Sedangkan

kata “rujuk’”, merupakan istilah dari Bahasa Arab, yaitu dari kata raja’a-yarji’u-

°Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 6, (Jakarta: Pustaka
Phoenix, 2015), him. 56 dan 160.
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raj’an, berarti kembali atau mengembalikan.™® Sedangkan menurut istilah, rujuk
adalah kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan ba’in,
selama dalam masa iddah.* Jadi, adapun yang dimaksud dengan kedudukan izin
rujuk dalam pembahasan ini adalah status izin seseorang untuk mengembalikan
hubungan perkawinan dalam masa tunggu (masa ‘iddah) yang sebelumnya telah
putus.

2. Masa ‘Iddah

Secara bahasa (etimologi/lughawi), kata ‘iddah juga berasal dari Bahasa
Arab, mengandung pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita.*?
Menurut para ahli fikih, dalam memberi makna kata ‘iddah, dikembalikan pada
dua padanan kata, yaitu al-‘@dad (bilangan) dan al- is@’ (hitungan) yang berarti
hari-hari dalam masa haid yang dihitung oleh seorang wanita.™® Sedangkan secara
istilah (terminologi/syara’), ‘iddah merupakan masa tunggu yang menunjukkan
masa penantian dan penolakan seorang wanita untuk menikah lagi setelah
ditinggal mati suami, atau diceraikannya.'* Jadi, yang dimaksud dengan masa
‘iddah dalam penelitian ini adalah masa dimana seorang wanita yang telah dicerai
untuk menunggu beberapa waktu berdasarkan kriteria perceraian yang

mendahuluinya. Namun, dalam hal ini dikhususkan pada masa ‘iddah dari talak

Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2012), him. 285.

Amir Syarifuddin, Hukum Pekawinan Islam di Indonesia; antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang perkawinan, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009), him. 337.

2Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, cet. IV, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2012), him. 240.

Bsayyid Sabig, Fighus Sunnah, ed. In, Figih Sunah, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. V, jilid
2, (Jakarta: al-1’tishom, 2013), him. 513.

“Ibid., him. 513.
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raj’i, bukan masa ‘iddah kematian, masa ‘iddah khulu’, dan bukan pula masa

‘iddah dari talak tiga.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat penting dalam sebuah penelitian, hal ini
dikarenakan untuk mengetahui sejauhmana penelitian-penelitian membahasa
masalah ini, sehingga dapat ditemukan perbedaan dan persamaannya. Sejauh
pengamatan penulis, belum ada penelitian yang mengkaji permasalahan seperti
dalam tuliasan ini.

Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian
ini adalah sebagai berikut: Skripsi yang ditulis oleh Elijar, Mahasiswa Fakutas
Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2015, yang berjudul: “Pelaksanaan
‘Iddah Talak Raj’i (Studi Kasus Di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh
Singkil)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Adapun hasil
penelitiannya adalah wanita yang ditalak tetap mejalankan ‘iddah talak raj’i, akan
tetapi bekas suami tersebut tidak melaksanakan kewajiban untuk melengkapi
kebutuhan nafkah dan tempat tinggal serta ia tidak bisa merujuk isteri tanpa izin
dari isterinya. Jika ditinjau menurut hukum Islam/fikih Islam, pelaksanaan ‘iddah
talak raj’i yang ada di Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil tidak sesuai dan
berlawanan dengan hukum Islam, karena dalam masa ‘iddah isteri masih
memiliki hak nafkah dan tempat tinggal dari bekas suaminya, selain itu talak raj’i

tidak menghilangkan kepemilikan atas bekas isterinya.
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Skripsi yang ditulis oleh Sukron. H, Mahasiswa Fakutas Syari’ah dan
Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2015, yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Penolakan Isteri Atas Rujuk Suami (Studi Kasus Di Kecamatan Renah
Pembarap, Kabupaten Merangin, Jambi). Penelitian ini juga penelitian lapangan.
Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam Islam rujuk merupakan
hak privat suami yang tidak memerlukan izin dari pihak isteri. Suami bisa
menggunakan hak rujuknya kapanpun ia menginginkannya, dengan syarat adanya
tujuan yang baik. Terkait dengan hukum penolakan isteri terhadap rujuk suami
menurut masyarakat, khususnya para isteri berpandangan bahwa isteri boleh
menolak rujuk suami, karena penolakan tersebut dianggap sebagai hak isteri
setelah terjadi perceraian. Adapun alasan isteri menolak rujuk suami adalah
karena alasan traumatis, yang disebabkan oleh sikap suami yang tidak baik,
kemudian kerana suami tidak menafkahi isteri selama perkawinannnya.
Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ichsan Parinduri, mahasiswa Jurusan
Ahwal al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, tahun 2012 yang berjudul: “Analisis Yuridis Tentang Rujuk Dalam
Tenggang Masa ‘lddah Talak Raj’i Menurut Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Dan Hukum Islam”. Hasil penelitianya adalah pengaturan talak raj’i
dan ‘iddah tentang perkawinan diatur dalam figih Islam dan UU No. 1 Tahun
1974 tentang perkawinan adalah: Menurut figih Islam thalaq terbagi kepada tiga
macam, 1) Thalag Sunni, 2) Thalaq Bidi’i, 3) Thalaq yang bukan Sunni dan
bukan Bidi’i, yaitu yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah dukhul, atau

kepada istri yang belum pernah haid dan istri yang sudah lepas masa haidnya,
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dan thalag yang dijatuhkan kepada istri yang sedang hamil. Selama masa ‘iddah
talaq raji suami dapat melakukan rujuk tanpa ikut berproses di kantor urusan
agama menurut figh Islam, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam harus
dengan persetujuan istri di hadapan pegawai pencatat nikah. Bila suami
memaksanakan untuk rujuk, rujuk dapat dilanjutkan dengan putusan Pengadilan
Agama. Menurut Kompilasi Hukum Islam rujuk dilakuakan dengan persetujuan
istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat
Nikah”. Bahkan dalam hal mengatur persolaan ini, KHI lebih tegas lagi, yaitu jika
rujuk yang dilakukan dengan memaksakan diri oleh suami, sedangkan istrinya
tidak menghendaki rujuk tersebut, maka rujuk yang ditolak itu dapat dinyatakan
tidak sah dengan Putusan Pengadilan Agama. 3. Akibat Hukum Pelaksanaan
Rujuk Dalam Tenggang Masa ‘iddah Talak Raj'i dalam Perkawinan adalah: a.
Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah,
kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in dalam keadaan tidak hamil; b.
Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila gabla
dukhul; c. Memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum
mencapai umur 21 tahun.

Skripsi yang ditulis oleh Katryna Diah Puspita, Mahasiswi Fakultas
Hukum Universitas Jember tahun 2013, yang berjudul: “Permohonan Rujuk
Suami Kepada Isteri Akibat Putusnya Perkawinan Karena Talak Raj’i Ditinjau
Dari Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan.
Adapun hasil penelitiannya adalah talak raj’i (talak satu atau dua) yang

dijatuhkan suami kepada isteri itu tidak seutuhnya belum memutuskan suatu
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perkawinan. Mantan suami berhak melakukan rujuk kepada bekas isterinya yang
masih dalam iddah. Isteri yang menjalani ‘iddah raj’i, jika ia taat atau baik
terhadap suaminya, maka ia berhak memperoleh tempat tinggal, pakaian, dan
uang belanja dari mantan suaminya. Pasangan mantan suami-isteri yang akan
melakukan rujuk harus menghadap PPN (pegawai pencatat nikah) atau kepala
Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal isteri dengan
membawa surat keterangan untuk rujuk dari kepala desa/lurah serta kutipan dari
buku pendaftaran talak/cerai atau akta talak/cerai. Seorang suami yang akan
menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun
tertulis kepada Pengadilan Agama. Saran-saran yang dapat diberikan yaitu
menghimbau kepada generasi muda bangsa dan mahasiswa muslim agar
meningkatkan ketagwaan kepada Allah SWT, berpegang teguh dengan akidah
Islam supaya tidak terjadi pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah
dan diharapkan kepada orang-orang yang akan melangsungkan pernikahan untuk
menyiapkan diri jasmani, rohani, mental, materi dan fisik untuk memulai hidup
berumah tangga sehingga tidak ada perceraian.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Munawwar Khalil, Mahasiswa
Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun
2011, dengan judul: Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam dan
Pandangan Imam Empat Madzhab”. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan.
Adapun hasil penelitiannya adalah para ulama empat madzhab juga berbeda
pendapat dalam masalah cara rujuk, menurut Imam Hanbali rujuk hanya terjadi

melalui percampuran begitu terjadinya percampuran, maka terjadilah rujuk



11
walaupun tanpa niat. Menurut Imam Hanafi selain melalui percampuran rujuk
juga bisa terjadi melalui sentuhan dan ciuman, dan hal-hal sejenis itu.yang
dilakukan oleh laki-laki yang menalak dan wanita yang ditalaknya. Berbeda
halnya dengan Imam Malik yang menambahkan harus adanya niat rujuk dari sang
suami disamping perbuatan, karena rujuk melalui perbuatan saja tidak sah tanpa
niat rujuk dari suami, pendapat ini bertolak belakang dengan pendapat Imam
Hanafi yang menyatakan rujuk bisa terjadi dengan perbuatan saja tanpa adanya
niat. Menurut Imam Asy-Syafi“i rujuk harus dengan ucapan yang yang jelas
bagi orang yang dapat mengucapkannya, dan tidak sah jika hanya perbuatan. Dari
pendapat keempat ulama madzhab tersebut apabila dikorelasikan di Indonesia,
sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam, secara umum semua
pendapat para ulama madzhab tersebut mempunyai relevansi dengan Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia. Tetapi pendapat yang mempunyai relevansi yang
paling tepat adalah pendapatnya Imam asy- Syafi“i, dimana dalam hal ini
Imam asy-Syafi“i berpendapat bahwa rujuk tersebut harus disertai dengan
ucapan sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167
ayat 4. Begitu juga mengenai adanya saksi-saksi, dalam hal ini akan lebih jelas
bagi suami maupun isteri dalam melaksanakan rujuk. Lain halnya jika rujuk
tersebut dilakukan dengan perbuatan (bersetubuh), hal ini akan membuka
perselisihan antara suami dan isteri mengenai terjadi tidaknya rujuk tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fahru, mahasiswa Fakultas Syariah Dan
Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2015,

yang berjudul: “Iddah dan lhdad Wanita Karier; Perspektif Hukum Islam dan
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Hukum Positif”. Dalam penelitian tersebut, peneliti berusaha menjawab masalah
mengenai bagaimana ketentuan ‘iddah dan ihdad dalam Undang-undang No. 1
tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, dan bagaimana elastisitas ketentuan
syariat Islam tentang pelaksanaan ‘iddah dan ihdad wanita karier. Hasil
penlitiannya menunjukkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153
disebutkan bahwa: Pertama, bagi seorang isteri yang putus perkawinannya
berlaku waktu tunggu atau ‘iddah, kecuali gablad dukhul dan perkawinannya
putus bukan karena kematian suami. Kedua, Waktu tunggu bagi seorang janda
ditentukan sebagai berikut: Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun
gablad dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. Adapun
ketentuan mengenai ‘iddah dan ihdad bagi perempuan menurut hukum Islam
bahwa kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung adalah menunjukkan
kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan
sepuluh hari. Dan selama masa itu, isteri hendaknya melakukan masa berkabung
dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Larangan
itu lebih sebagai cara untuk menghindari fitnah dan sekaligus bertujuan untuk
menghormati kematian suami. Ketentuan hukum ‘iddah dan ihdad jika dikaitkan
dengan wanita karier bisa berlaku dengan beberapa alasan. Jika keadaan yang
memang mendesak dan diharuskan untuk keluar rumah maka, hal ini bisa
menjadi sebuah alasan untuk melakukan wanita karier.
Skripsi yang ditulis oleh Lia Fauziana, mahaiswi Fakultas Syari’ah 1AIN
Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2010, dengan Judul “Ihdad Wanita Karier

(Studi Analisis Mazhab Hanafi). Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang perihal
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kadudukan ihdad atau berkabung seorang wanita karier setelah kematian
suaminya. Dijelaskan pula mengenai konsep ‘iddah yang wajib dilaksanakannya
setelah kematian suaminya yang ketentuannya digambarkan dalam al-Qur’an
melalui analisa pendapat Imam Hanafi.

Skripsi yang ditulis oleh Ita Nurul Asna, mahasiswi Fakultas Syari’ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, pada tahun 2015, dengan judul,
“Pelanggaran Masa ‘iddah Di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilang, Desa
Tegaron, Kec. Banyubiru), Di dalamnya dijelaskan tentang pelanggaran yang
dilakukan sebagian isteri yang dicerai, dengan tidak melaksanakan masa tunggu
atau ‘iddah sebagaimana ketentuan syariat.

Skripsi yang ditulis olenh Abdul Ghofur, Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-
Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang
pada tahun 2012, dengan judul “Studi Analisis Terhadap Ketentuan KHI Pasal
153 Ayat (5) Tentang ‘iddah Bagi Perempuan Yang Berhenti Haid Ketika
Menjalani Masa ‘iddah Karena Menyusui”. Dalam skripsi ini dijelaska bahwa
Perhitungan ‘iddah bagi perempuan yang berhenti haid ketika menjalani masa
‘iddah karena menyusui yaitu tiga kali waktu suci, sebagai mana dijelaskan
dalam KHI Pasal 153 ayat (5), “Bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu
menjalani ‘iddah tidak haid karena menyusui maka iddahnya tiga kali waktu
suci”. Dan dasar hukum ‘iddah perempuan yang berhenti haid ketika menjalani
masa ‘iddah karena menyusui yang tertuang dalam KHI tersebut tertuang dalam
kitab al-Bujraimi, yang Artinya Barang siapa (perempuan) berhenti haid karena

adanya illat (penyakit) seperti menyusui, nifas, atau sakit, maka ia ber-‘iddah
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dengan beberapa suci atau sampai usia menopause, lalu ia ber-‘iddah dengan
beberapa bulan.

Skripsi Yang Ditulis Oleh Khurul Aini, Jurusan Syariah Program Study
Ahwalusy Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Salatiga pada
tahun 2007, dengan judul Kewajiban Nafkah ‘iddah Suami Kepada Isteri Yang
Telah Dicerai (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Salatiga No.
394/pdt.G/2005/PA.SAL). dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Konsep ‘iddah
menurut hukum Islam dalam Al Qur'an surat At Thalak ayat 7, konsep nafkah
‘iddah dijelaskan yang artinya Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah
menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikul
beban kepada seseorang melainkan (sekedar), apa yang Allah berikan kepadanya,
Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Dan Menurut
Perundang-undangan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang hak
dan kewajiban suami isteri pasal 34 ayat (1) Suami wajib melindungi isteri dan
memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kewajiban, Ayat
(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, ayat (3)
Jika suami atau isteri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengusulkan
gugatan ke pengadilan. Kemudian Seorang Hakim Pengadilan Agama dalam
mengmabil keputusan keputusan atau penetapan nafkah ‘iddah mempunyai
kekuatan hukum tetap apabila diucapkan pada sidang terbuka untuk umum. Akan
tetapi dalam pengambilan putusan atau ketetapan Pengadilan Agama dalam

penyelesaian nafkah ‘iddah melalui sebuah proses pertimbangan pertimbangan
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yang menyangkut kesepakatan antara suami isteri yang mengajukan gugatan
perceraian. dan terakhir dijelaskan juga bahwa dalam pengambilan putusan,
seorang Hakim Pengadilan Agama Kota Salatiga pada tahun 2005 dalam
penyelesaian nafkah ‘iddah sudah ada kesesuaian dengan hukum Islam. Akan
tetapi ada beberapa kasus yang diputuskan tidak sesuai dengan hukum Islam hal
ini dikarenakan berbagai pertimbangan-pertimbangan sehingga tidak merujuk
kembali dengan hukum Islam bahwa nafkah ‘iddah dalam Islam itu wajib
dilaksanakan bagi suami yang bercerai dengan isterinya.

Skripsi yang ditulis oleh lzzudin Juliara Mahasiswa Fakutas Syari’ah dan
Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2015, yang berjudul: *“Penggabungan ‘iddah
Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab
Syafi’i)”. Dari hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam
Syafi’i, ‘iddah wanita yang berada dalam dua kondisi antara hamil dan kematian
suami, maka ‘iddah-nya adalah sampai melahirkan kandungannya, yaitu ketika
janin telah lahir atau gugur (terjadi keguguran) dari kandungan ibunya, meskipun
dalam bentuk gumpalan daging, tetapi dengan syarat harus telah terbentuk salah
satu angguta tubuh manusia dan dapat dipastikan yang lahir tersebut merupakan
bakal janin. Dan dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalil hukum yang
digunakan Imam Syafi’i dalam menetapkan hukum ‘iddah wanita yang hamil dan
ditinggal mati suami ada dua. Pertama, yaitu al-Qur’an surat at-Thalaq ayat 4
tentang ‘iddah wanita hamil dan surat al-Bagarah ayat 234 tentang ‘iddah
kematian suami. Kedua, yaitu hadis Rasulullah yang menghalalkan wanita yang

ditinggal mati suami untuk menikah setelah kelahiran anak. Adapun metode
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istinbah hukum Imam Syafi’i, bahwa surat at-Thalag ayat 4 bersifat umum, baik
wanita tersebut dalam posisi dicerai talak oleh suami maupun dicerai karena
kematian suami. Kemudian, Imam Syafi’i merujuk pada hadis yang menegaskan
atas kebolehan wanita hamil yang diinggal mati suami untuk menikah ketika telah
melahirkan kandungannya.

Adapun beberapa buku yang membahas tentang ‘iddah diantaranya
Syaikh Hasan Ayyub dalam bukunya Fikih Keluarga yang diterjemahkan oleh
Abdul Ghofur EM menerangkan bahwa ‘iddah bagi wanita hamil adalah sampai
melahirkan anak yang dikandunganya, baik cerai mati ataupun cerai hidup.’®
Yahya Abdurrahman al-Khatib dalam bukunya Fikih Wanita Hamil yang
diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan, Lc mengemukakan bahwa ‘iddah
wanita hamil ialah sampai melahirkan kandunganya. Karena sesuai kesepakatan
jumhur ulama, dengan berdasar pada hadis subai’ah.*®

Dari beberapa penelitain di atas, jelas bahwa tidak ada satupun yang
mengkaji masalah dalam penelitian ini khususnya dalam tinjauan hukum Islam
terhadap kedudukan izin suami dalam masa iddah. Adapun kesamaannya adalah
hanya dalam hal konsep hak ‘iddah berada di tangan laki-laki, tetapi kajian
tersebut tidak mengkhususkan pada telaah atas dalil-dalil hukum rujuk dalam

Islam. Untuk itu, penelitian ini tentu menarik dan layak untuk dikaji lebih lanjut.

1Syaikh Hasan Ayyub dalam, Fikih Keluarga diterjemahkan oleh Abdul Ghofur EM
dari Figh al-Usroti al-Muslimati, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2009, him. 407-408.
®yahya Abdurahman al-Khatib, Fikih Wanita Hamil diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan, Lc
dari Ahkam al-Mar’ah al Hamil fi asy-Syari’ah al-Islamiyah, Jakarta : Qisthi Press, 2009, him.
107-112.
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1.6. Metodologi Penelitian
Metode penelitian merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah karya
ilmiah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan objek penelitian secara
terstruktur serta untuk mendapatkan informasi secara benar dan dapat
dipertanggung jawabkan.
1.6.1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif dengan pendekatan
analisis normatif. Penelitian normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan
penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data
sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori
hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.’’ Jadi, dalam penelitian ini akan
dikaji tentang normatif hukum yang dimuat dalam beberapa pendapat. Dan
Mengingat penelitian yang penulis lakukan mengkaji pemikiran tokoh, maka
jenis penelitiannya termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research),
yaitu dengan mengkaji sumber data sekunder yang terdiri dari tulisan-tulisan dari
berbagai rujukan, seperti buku-buku, skripsi, artikel dan peraturan perundang-
undangan serta rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan objek penelitian
yang penulis kaji.
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dimaksdkan yaitu sebagai suatu cara untuk
menemukan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode atau

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi

YSuharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik, (cet. XV, Jakarta:
Rineka Cipta, 2010), him. 21-22.
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dokumentasi atau studi literatur yang memuat bahan penelitian. Untuk
mendapatkan data-data tersebut, penulis menggunakan tiga sumber bahan hukum
dalam kategori data sekundar, bukan data primer. Karena, data primer hanya
dapat diperoleh melalui metode wawancara langsung dan observasi. Adapun tiga
bahan hukum yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan
terkait dengan hukum rujuk. Bahan hukum primer ini terdiri dari al-
Quran dan Hadis.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan
terhadap bahan hukum primer, seperti buku karangan Ibnu Qayyim al-
Jauziyah, Zadul Ma’ad dan Kkitab Ighatsatul Lahfan. Kitab karangan
Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugtashid; Analisa
Figih Para Mujtahid. Kemudian buku karangan Wahbah Zuhaili yang
berjudul al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, serta tulisan-tulisan lain yang
berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri
dari kamus-kamus, jurnal-jurnal, artikel serta bahan dari internet
dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

1.6.3. Analisa Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang

dikaji dengan menggunakan konsep hukum Islam, artinya menguraikan konsep

masalah yang penulis kaji, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan
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menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan yang
kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut hukum Islam.

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman
Penulisan Karya IImiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan
terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahannya yang

diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat
bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh) sub-
bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan
istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian serta sub-bab terakhir berisi
sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang landasan teori mengenai teori hukum rujuk
dalam masa ‘iddah perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam bab ini,
dijelasakan empat sub bahasan, yaitu pengertian rujuk dan ‘iddah, Hak dan
Kewajiban Suami Isteri dalam Masa Iddah, Pandangan Ulama Tentang Hak
Rujuk dalam Masa ‘lddah, Ketentuan Rujuk dalam Peraturan Perundang-
Undangan.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, di

dalamnya berisi penjelasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan
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izin rujuk suami dalam masa ‘iddah, dasar hukum al-quran dan hadis tentang
hukum rujuk serta tafsirannya, tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan izin
rujuk suami dalam masa iddah, metode istinbatr hukum yang digunakan para
ulama dalam menetapkan hak rujuk suami, analisis penulis.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari

penjelasan mengenai permasalahan, serta saran-saran yang dianggap penting.



BAB DUA

TEORI RUJUK DALAM MASA ‘IDDAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian Rujuk dan ‘lIddah serta Hukumnya
2.1.1. Pengertian Rujuk dan Hukumnya

Kata rujuk, diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata raja’a-yarji’u-raj’an,
artinya kembali atau mengembalikan.! Dalam Bahasa Indonesia, rujuk diartikan
sebagai kembalinya suami kapada isterinya yang ditalak, talak satu atau talak dua,
ketika isteri masih dalam masa ‘iddah, atau kembali bersatu (bersahabat dan
sebagainya).? Dengan demikian, istilah rujuk (ruju’) telah diserap dalam bahasa
Indonesia dengan arti kembalinya sesuatu seperti semula, khususnya isteri dengan
suami.

Dalam hukum perkawinan Islam, istilah rujuk sering didefenisikan sebagai
keadaan seorang suami kembali dan hidup bersama dengan isteri setelah
terjadinya perceraian. Menurut istilah, kata rujuk memiliki beragam rumusan
dibuat oleh para ulama. Di antaranya, menurut mazhab Hanafi, rujuk sebagai
pelestarian kembali perkawinan dalam masa ‘iddah talak raj’i. Menurut mazhab
Malikiyah, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak, karena takut berbuat
dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak ba“in,
maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk.

Menurut mazhab Syafi’i, rujuk adalah mengembalikan status hukum perkawinan

'Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2012), him. 285.

“Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahas Indonesia, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix,
2009), him. 521.

21
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sebagai suami isteri di tengah-tengah ‘iddah setelah terjadinya talak raj’i.
Menurut mazhab Hanabilah, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak
selain talak ba“in kepada suaminya dengan tanpa akad. Baik dengan perkataan
atau perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak.? Pada dasarnya para ulama
madzhab sepakat, walaupun dengan redaksi yang berbeda bahwa rujuk adalah
kembalinya suami kepada istri yang dijatuhi talak satu dan atau dua, dalam masa
iddah dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa melihat apakan istri mengetahui
rujuk suaminy atau tidak, apakah ia senang atau tidak, denga alasan bahwa istri
selama masa iddah tetap menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak
tersebut kepadanya.

Sementara itu, menurut al-Mahalli sebagaimana dikutip oleh Amir
Syarifuddin menyebutkan rujuk merupakan kembali ke dalam hubungan
perkawinan dari cerai yang bukan ba’in, selama dalam masa ‘iddah.* Sedangkan
secara syara’ artinya mengembalikan istri pada ikatan pernikahan setelah ditalak
selain ba’in pada masa ‘iddah dengan cara tertentu. Ketika seorang suami
mentalak istrinya setelah berhubungan intim dengan talak satu atau dua tanpa
kompensasi maka dia boleh merujuknya sebelum habis masa ‘iddah, meski dia
telah menggugurkan hak rujuknya tersebut, baik istrinya ridha maupun tidak.’

Berangkat dari beberapa rumusan ulama di atas, maka dapat dipahami
dalam dua poin penting. Pertama, rujuk merupakan kembalinya suami kepada

isteri dan bukan sebaliknya. Karena, suamilah yang menceraikan dan ia berhak

*Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat..., him. 286.

*Amir Syarifuddin, Hukum Pekawinan Islam di Indonesia; antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang perkawinan, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009), him. 337.

*Wahbah Zuhaili, Al-Figh Asy-Syafi’i Al-Muyassar, (terj; Muhammad Afifi, Abdul
Hafiz), (Jakarta: almahira.2010), him. 653.
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merujuknya. Kedua, rujuk hanya dapat dilakukan suami dalam masa ‘iddah talak
raj’i, misalnya dari talak pertama dan kedua. Sedangkan setelah talak tiga, maka
suami tidak berhak kembali rujuk kepada isterinya.

Dilihat dari perspektif peraturan perundang-undangan, khususnya dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Perkawinan, maka
tidak ditemukan satu rumusan yang tegas tentang rujuk. Sebagaimana disebutkan
olen Amiur Nuruddin, bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur
masalah rujuk begitu juga dalam peraturan pelaksana undang-undang ini.°
Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga tidak ditemukan
rumusan yang tegas tentang rujuk.

Terkait rumusan rujuk ini, dalam Pasal 118 KHI dinyatakan bahwa talak
raj’i adalah talak kesatu dan kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri
dalam masa iddah. Berdasarkan ketentuan ini, maka dapat dipahami bahwa rujuk
merupakan kembalinya suami kepada isteri dalam masa iddah setelah talak kesatu
atau talak kedua. Jadi, dapat dinyatakan bahwa peraturan yang ada dalam hukum
positif tampak mengikuti aturan hukum Islam dalam masalah rujuk ini, termasuk
definisi yang digunakan meski tidak secara tegas disebutkan.

Berdasarkan rumusan rujuk di atas, maka dapat ditarik satu kesimpulan
bahwa rujuk adalah hukum yang mengatur tentang kembalinya suami kepada
isterinya setelah sebelumnya terjadi talak, baik talak satu ataupun talak kedua,

dengan syarat kembalinya itu masih dalam masa menunggu atau ‘iddah. Rujuk

®Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, cet. 4, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2012), him. 268-269.
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tidak berlaku ketika talaknya sudah talak tiga, dan tidak beraku pula ketika isteri
telah habis masa iddah, kecuali dengan akad dan mahar yang baru.

Mengenai hukumnya, bahwa ulama sepakat suami boleh merujuk isteri
yang telah diceraikan. Hal ini berdasarkan beberapa ketentuan al-Quran, salah

satunya dalam surat al-Bagarah ayat 228-229 sebagai berikut:
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Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga
kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan
Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari
akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti
itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita
mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara
yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan
kelebihan dari pada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana™.. “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh
rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara
yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang
telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir
tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir
bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum
Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang
diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. ltulah hukum-hukum
Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang
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melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang
zalim”. (QS. Al-Bagarah: 228-229)

Ayat di atas merupakan dasar hukum dibolehkannya suami merujuk isteri
dalam masa iddah. Terkait dengan hal ini, ulama sepakat bahwa iddah wanita
yang ditalak dapat dirujuk kembali dengan cara yang ma’ruf, artinya dirujuk
dengan baik-baik. Gambaran umum ayat tersebut bahwa suami dapat merujuk
kembali hubungan pernikahan dengan batasan dua kali masa ‘iddah talak raj’i.’
Artinya, kesempatan untuk menyatukan kembali hubungan pernikahan tanpa
adanya akad nikah dan mahar yang baru adalah sebanyak dua kali. Apabila masa
‘iddah talak raj’i telah habis, berakhirlah kesempatan suami merujuk isterinya.
Bila suami tetap ingin kembali kepada isteri yang berstatus talak ba’in, maka
diperlukan akad nikah dan mahar yang baru.®

Dalam hal ini, terdapat keterangan bahwa suami memiliki dua pilihan
ketika isteri mendekati masa akhir ‘iddah, dengan kata lain masa ‘iddah-nya
hampir berakhir, namun belum benar-benar berakhir, maka suami memilih di
antara dua pilihan. Pertama, mempertahankan secara patut, yaitu dengan cara
merujuk kembali isteri yang ditalak dan kembali mempertahankan jalinan
pernikahan yang ada, diserta dengan mempergauli isterinya dengan cara yang
baik. Kedua, melepas secara patut, yakni membiarkan para isteri yang ditalak

hingga berakhirnya masa ‘iddah talak raj’i, disertai dengan memenuhi hak-hak

"M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, cet. 2, (Jakarta: Siraja,
2006), him. 208
M. Ali Hasan, Pedoman Hidup..., him. 208
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mereka, tidak menimpakan kemudharatan kepada bekas isteri.” Hal ini disetujui
oleh kalangan mayoritas fugaha dan tidak berpendapat lain.

Berangkat dari pengertian dan hukum rujuk di atas, maka dapat
disimpulkan, di mana rujuk merupakan kembalinya suami kepada bekas isteri
yang telah diceraikannya. Suami memiliki hak untuk merujuknya kembali, atau
tetap dalam keputusan perceraiannya, yaitu melepaskan isteri dengan baik pula.
Pembolehan rujuk ini dilakukan dengan syarat bahwa harus dalam masa iddah,
baik dari talak satu atau talak kedua, sementara suami tidak bisa rujuk dalam

kasus terjadinya talak tiga.

2.1.2. Pengertian ‘lddah dan Hukumnya

Kata ‘iddah belum diserap dalam Kamus Bahasa Indonesia. Secara
bahasa, kata ‘iddah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al- ‘adad, artinya
bilangan. Kata al-‘a@dad sama artinya dnegan istilah al-‘isa’, yaitu hitungan,
maksudnya hari-hari dalam masa haid yang dihitung oleh seorang wanita.*® Kata
‘iddah juga berarti hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita.'* Dengan
demikian jika ditinjau dari segi bahasa, maka kata ‘iddah dipakai untuk
menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari suci pada wanita,** dan bermakna

hari-hari yang dihitung oleh perempuan.

*Wahbah Zuhaili, Tafsir al-Munir; Agidah, Syari’ah, Manhaj, (terj: Abdul Hayyie Al-
Kattani, dkk), jilid 14, (Jakarta: Gema Insani, 2014), him. 643: Lihat juga dalam Syaikh Kamil
Muhammad ‘Uwaidah, al-Jami’ fi Fighi al-Nisa’, ed. In, Figih Wanita, (terj: Abdul Ghofar), cet.
32, (Jakarta: Al-Kaustar, 2010), him. 469.

9sayyid Sabiq, Fighus Sunnah, ed. In, Figih Sunah, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. V, jilid
2, (Jakarta: al-1’tishom, 2013), him. 513.

“Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata..., him. 240.

2Chuzaiman T. Yanggo dkk., Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: PT.
Pustaka Firdaus, 1994). him. 149.
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Menurut istilah, terdapat beberapa rumusan, di antaranya menurut Sayyid
Sabig. Beliau menyebutkan bahwa ‘iddah merupakan masa tunggu seorang wanita
yang menunjukkan masa penantian dan penolakan untuk menikah lagi setelah
ditinggal mati suami, atau diceraikannya.™® Beberapa rumusan yang sama juga
diberikan oleh Wahbah Zuhaili. Beliau menyebutkan ‘iddah sebagai suatu masa
yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadi perpisahan yang harus dijalani
oleh si isteri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai masa ‘iddah-nya.'*
Sedangkan menurut Shaleh Fauzan ‘iddah adalah masa penantian yang sudah
ditentukan waktunya dalam syariat, dimana seorang mantan istri tidak boleh serta
merta boleh menikah lagi dengan laki-laki lain, ** dan waktu menunggu bagi
mantan istri yang telah diceraikan oleh mantan suaminya, baik itu karena thalak
atau diceraikannya. Ataupun karena suaminya meninggal dunia yang pada waktu
tunggu itu mantan istri belum boleh melangsungkan pernikahan kembali dengan
laki-laki lain.*®

Rumusan yang lebih luas dapat dipahami dari pandangan Syaikh Hasan
Ayyub, di mana ‘iddah diartikan sebagai masa menanti yang diwajibkan atas
wanita yang diceraikan suaminya, baik karena cerai hidup maupun cerai mati,
dimana ‘iddah ini bisa dengan cara menunggu kelahiran anak yang dikandung,

atau melalui quru’ atau menurut hitungan bulan. Beliau menambahkan bahwa

Bsayyid Sabiq, Fighus Sunnah..., him. 513.

Y“wahbah Zzuhaili, al-Figh al-l1siami wa Adillatuhu, ed. In, Figih Islam; Pernikahan,
Talak, Khulu’, Meng-Ila’ Isteri, Li’an, Zhihar, Masa Iddah, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk),
jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 535.

BShaleh al-Fauzan, “Al-Mulakhkhasul Fighi”, ed.in, Figih sehari-hari, (terj: Abdul
Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dan Budiman Musthofa), (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).
him. 729.

®Muhammad Daud Ali, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet. 6,( Jakarta:
PT. Raja Grafindo, Pustaka Pelajar). him. 125.



28

pada saat tersebut sang isteri tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri
kepada laki-laki lain untuk menikahinya.'” Dengan tiga rumusan ini, maka dapat
dinyatakan bahwa ‘iddah merupakan ketentuan hukum mengenai masa atau waktu
menunggu yang diwajibkan terhadap perempuan setelah sebelumnya terjadi
perceraian antara dia dengan suaminya, baik cerainya sebab kematian, atau sebab
perceraian hidup seperti talak.

Mengenai ketentuan hukumnya, maka ‘iddah adalah satu kewajiban yang
dibebankan kepada seorang wanita. Kewajiban tersebut mau tidak mau harus
dilaksanakan. Hal ini berdasarkan ketentuan al-Quran, salah satunya surat al-
Bagarah ayat 228 seperti telah dikutip sebelumnya. Adapun potongan ayatnya

sebagai berikut:

_ 9,:’/ .T/ 4}/ :‘.};" g/ < ~/‘/: ::'/; « :‘,E — Ed 1/:/ /,‘. ‘:{/ }’T/

: ) JL 2y ;/)}4-1-’(;-@-**"-’/ ~ /.\J@-’ﬂ“ﬁ"-uﬁ“")
z

E. 1

¢ “ g0 >0 < < 2 < _ ’E .
e Y A5NS AL ese S 0L e D1 A

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga
kali quri’. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan
Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari

akhirat”. (QS. Al-Bagarah: 228).
Hukum ‘iddah atau masa tunggu di sini berlaku untuk dua keadaan, baik
ditinggal mati atau bercerai hidup dari suaminya. Kemudian, dalam masa ‘iddah
tersebut perempuan tidak dibenarkan melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki

lain, sebelum habis masa ‘iddah.'® Selain itu, ‘iddah ini hanya dikhususkan bagi

YSyaikh Hasan Ayyub, Fighul Usrah al-Muslimah, ed. In, Fikih Keluarga, (terj: Abdul
Ghofar), cet. V, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), him. 407.

®Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan
PeNA, 2010), him. 156.
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wanita dan tidak bagi laki-laki.*® Dengan demikian, pensyariatan ‘iddah tidak
sekedar satu kewajiban semata, tetapi ia harus dijalankan berdasarkan ketentuan
yang berlaku dalam Islam. dan persoalan ini akan dibahas pada sub bahasan
selanjutnya.

Berangkat dari pengertian dan hukum ‘iddah tersebut, maka dapat ditarik
satu kesimpulan bahwa ‘iddah merupakan masa tunggu yang wajib dilaksanakan
perempuan yang telah dicerai mati atau cerai hidup suaminya. Ketentuan ‘iddah
dalam Islam hanya diperuntukkan atau diwajibkan kepada perempuan saja. Dalam
masa ‘iddah tersebut, perempuan dilarang untuk menikah kembali dengan laki-
laki lain, dan dalam masa itu pula ia boleh dirujuk oleh suaminya.

Jika ditelusuri hukum ‘iddah ini, pada dasarnya memiliki pembahasan
yang cukup luas, mengingat ‘iddah perempuan itu bermacam-macam. Secara
umum, ‘iddah perempuan itu ada empat bentuk, yaitu: Pertama, ‘iddah
perempuan dengan melahirkan kandungan. Kedua, ‘iddah perempuan dengan
hitungan bulan. Ketiga, ‘iddah perempuan dengan hitungan quriz’ (masa suci atau
masa haid). Keempat, ‘iddah perempuan yang mustahadah.?

Adapun dalil hukum ‘iddah perempuan dengan melahirkan kandungan

dimuat dalam al-Thalak ayat 4 sebagai berikut:

YAbdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Al-Usrah wa
Ahkamuha fi al-Tasyri’ al-Islami, ed. In, Figh Munakahat, (terj: Abdul Majid Khon), cet. 2,
(Jakarta: Amzah, 2011), him. 318.

“Abdul Majid Mahmud Mathlub, al-Wajiz fi Ahkam..., him. 495.
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Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di
antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa
‘iddahnya), Maka masa ‘iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu
(pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-
perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka
melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada
Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam
urusannya”. (QS. Ath-Talak: 4).

Ayat ini mengandung pengertian bahwa perempuan yang hamil ‘iddah
wajib dilaksanakan sampai habis melahirkan anak, baik dicerai suaminya atau
suaminya mati.?* Sementara itu, ‘iddah perempuan dengan hitungan bulan ada
dua kriteria, yaitu perempuan (bekas isteri) yang masih kecil dan belum haid,
perempuan dewasa dan baligh tetapi belum pernah haid sama sekali, atau
perempuan dewasa tetapi haidnya telah terputus karena telah sampai pada usia
menopause, maka ‘iddah perempuan ini menggunakan hitungan bulan yaitu 3
(tiga) bulan sebagaimana ketentuan al-Thalak ayat 4 tersebut di atas.

Adapun kriteria kedua mengenai ‘iddah perempuan dengan hitungan bulan

yaitu ‘iddah perempuan yang suaminya meninggal dunia, maka ia wajib

melaksanakan ‘iddah selama empat bulan sepuluh hari.?* Adapun dalil hukum

“'Muhammad Ali Ash-Shabuni, Shafwah at-Tafasir, ed. In, Shafwatut Tafasir; Tafsir-
Tafsir Pilihan, (terj: Yasin), jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), him. 390-391.

“Muhammad Utsman al-Khasyt, Figh al-Nisa’; fi Dhauil mazahib al-Arba’ah wal
Ijitihadati al-Fighiyyah al-Mu’asirah, ed. In, Kitab Fikih Wanita Empat Mazhab, (terj: Teguh
Sulistyowati as-Sukoharj), (Jakarta: Kunci Iman, 2014), him. 413.
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masalah ‘iddah kematian suami yaitu dalam firman Allah surat al-Bagarah ayat

234 sebagai berikut:
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Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan
isteri-isteri  (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya
(ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis
'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka
berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui
apa yang kamu perbuat”. (QS. Al-Bagarah: 234).

Isteri yang menjalankan masa ‘iddah empat bulan sepuluh hari di sini yaitu
ketika isteri dalam kondisi tidak hamil, jika hamil maka ‘iddah nya yaitu sampai
melahirkan anak.?® Menurut Abdul Majid Mahmud Matlab, diperkirakan ‘iddah
perempuan yang suaminya meninggal tetapi tidak hamil selama empat bulan
sepuluh hari adalah lantaran Allah menganggap bahwa masa tersebut merupakan
batas maksimal yang dapat dipikul seorang perempuan yang ditinggal mati oleh
suaminya, sementara ia sendiri tidak hamil.*

Adapun dasar hukum Isteri ‘iddah perempuan dengan hitungan guri’ yaitu

kutipan ayat sebelumnya, yaitu al-Quran surat al-Bagarah ayat 228.% Selanjutnya,

Z\bnu Katsir, Taisirul ‘Allam Syarh ‘Umdatil Ahkam..., hlm. 509.

#Abdul Majid Mahmud Mathlub, al-Wajiz fi Ahkam..., him. 495.

®para fugaha berbeda pendapat tentang makna quri’. Istilah gurii’ memiliki dua makna,
yaitu masa haid atau masa suci. Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa gurii’ adalah
haid. sementara itu, para fugaha mazhab Syafi’i dan Maliki berpendapat, bahwa qurii’ masa suci
yang berada di antara dua haid. Abu Hanifah dan orang-orang yang sepakat dengannya memilih
makna haid. M. Sayyid ahmad al-Musayyar, Akhlak al-Usrah al-Muslimah Buhiis wa Fatawa;
Figih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga, (terj: Habiburrahman), cet. XII, (Jakarta:
Penerbit Erlangga, 2008), him. 324: Terdapat juga dalam Abdul Majid Mahmud Mathlub, al-Wajiz
fi Ahkam..., hIm. 496-497.
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bentuk ‘iddah perempuan yang terakhir yaitu ‘iddah perempuan mustahagdah.
Istilah mustahadah berarti perempuan yang mengeluarkan darah tanpa henti.
Darah ini tidak menghalangi shalat, namun tidak sama dengan darah haid. Karena,
darah haid yang keluar dapat membatalkan shalat.

Jika terjadi perceraian antara seorang isteri dengan suaminya, dan ia
mempunyai kebiasaan (lamanya haid) yang diketahui maka ia ber ‘iddah sesuai
dengan kebiasaannya itu, ini sesuai dengan kesepakatan ulama. Namun, jika ia
tidak mempunyai kebiasaan yang diketahui atau mempunyai kebiasaan tetapi ia
lupa, perempuan ini dinamakan dengan muhirah (perempuan yang bingung),
maka dalam hal ini ada pendapat yang mengatakan, bahwa ia harus ber ‘iddah
selama tiga bulan. Sebab, biasanya haid itu jatuh pada setiap bulan.?® Dengan
demikian, dapat dinyatakan bahwa ‘iddah bagi perempuan yang mustahadah
memiliki beragam pendapat. Namun yang terpenting adalah melihat pada

pendapat jumhur ulama, bahwa ‘iddah-nya adalah selama tiga bulan.

2.2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Masa ‘Iddah

Bicara masalah hak suami isteri dalam masa °‘iddah, tentu berbicara
tentang kewajiban keduanya dalam memenuhi hak masing-masing mereka. Hak
istri merupakan kewajiban suami untuk melaksanakan atau memenuhi hak-hak
istri. Sedangkan kewajiban istri merupakan hak suami yang harus dijalankan oleh
istri pada masa “iddah. Adapun hak-hak suami dalam masa ‘iddah yaitu rujuk

kepada bekas isterinya, hak untuk isterinya agar tidak menikah dalam masa

%Abdul Majid Mahmud Mathlub, al-Wajiz fi Ahkam..., him. 493-498.
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tersebut, serta suami berhak untuk isterinya agar tidak keluar dari rumah. Adapun
hak isteri dalam masa ‘iddah di antaranya adalah berhak mendapatkan harta
nafkah, berhak mendapat perlakuan baik dari suaminya, karena masa ‘iddah talak
raj’i itu bukanlan masa perpisahan yang sesungguhnya. Berdasarkan Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 4 (sub c) yang berbunyi: “Pengadilan Agama
dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan
atau menentukan suatu kewajiban bagi istri”.?’ Hal ini juga dipertegas dalam
Kompilasi Hukum Islam pasal 81 ayat (1 dan 2) yang berbunyi: “Suami wajib
menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang
masih dalam ‘iddah dan menyediakan Tempat tinggal”.

Menurut al-Jazairi, masa ‘iddah merupakan masa yang memberi
kesempatan kepada suami untuk kembali kepada isteri jika talaknya adalah talak
raj’i.?® Rujuk tersebut salah satu hak suami dalam masa ‘iddah bekas isteri yang
diceraikannya. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dalam kitabnya “Zad al-Ma’ad”
menyebutkan bahwa rujuk merupakan hak suami sebagaimana dia berhak
menjatuhkan talak terhadap isterinya.”® Dalam arti bahwa suami mempuyai hak
merujuk isterinya tanpa mempertimbangkan pesetujuan atau kesediaan dari bekas

isterinya. Dalil hak rujuk suami termaktub dapam surat al-Bagarah ayat 228

seperti telah dikutip sebelumnya.

?TArso Sastroatmodjo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981). him.
95.

%Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Minhajul Muslim, ed. In, Minhajul Muslim; Pedoman Hidup
Seorang Muslim, (terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), (Jakarta; Ummul Qura,
2014), him. 857.

Plbnu Qayyim al-Jauziyyah, Mukhtasar Zad al-Ma’ad, ed. In, Zadul Ma’ad: Jalan
Menuju ke Akhirat, (terj: Kathur Suhardi), cet. 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), him. 340.
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Wahbah Zuhaili juga menjelaskan bahwa rujuk merupakan hak suami
dalam penantian isteri dalam perceraiannya. Meski sebagai hak, tetapi suami
dalam hal-hal tertentu diharamkan untuk merujuk bekas isterinya. Di antaranya
yaitu keharaman suami untuk merujuk isteri yang dilatarbelakangi motif ingin
menimpakan kemudharatan dan kesengsaraan terhadap perempuan Yyang
diceraikannya. Seperti suami menalak isteri, kemudian ketika masa ‘iddah talak
raj’i tinggal dua hari kemudian suami merujuk kembali, dan setelah itu suami
kembali menalak isterinya. Sehingga mengakibatkan masa menunggu atau ‘iddah
terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, hal ini akan menyusahkannya.*

Di sisi lain, suami memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dan
dipenuhi terhadap bekas isterinya dalam masa ‘iddah talak raj’i. Di mana,
pemenuhan kewajiban ini justru menjadi hak bagi isterinya. Suami berkewajiban
untuk memenuhi kebutuhan seperti tempat tinggal dan lainnya. Karena status
isteri dalam masa ‘iddah talak raj’i sama dengan isteri dalam masa pernikahan.
Jadi suami masih memiliki kewajiban sebagaimana disebutkan dalam ketentuan
al-Quran dan hadis.

Dalam Islam, perceraian bukan berarti menghilangkan hak dan kewajiban
masing-masing antara suami isteri, melainkan telah ditentukan masih adanya
hubungan seperti sebelum dilakukannya perceraian, dengan syarat bahwa
pemenuhan kewajiban tersebut masih dalam koridor atau batasan waktu ‘iddah

seorang isteri. Menurut jumhur ulama, perempuan yang menunggu (‘iddah) dalam

®\Wahbah Zuhaili, al-Tafsirul Muniir; fil ‘Agidah wasy-Syarii’ah wal Manhaj, (terj:
Abdul Hayyie al-Kattani, dkKk), jilid XIV, (Jakarta: Gema Insani, 2014), him. 663.
1 Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan..., him. 221.



talak raj’i memiliki hak memperoleh tempat tinggal. Ketentuan ini merujuk dari

gambaran ayat al-Qur’an surat al-Thalak ayat 1 sebagai berikut:
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Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi)
‘iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta
bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan
mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar
kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. ltulah hukum-
hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap
dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan
sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (QS. Al-Thalaq: 1).

Jika telah habis masa ‘iddah, atau isteri yang dicerai dengan talak tiga,
maka hak nafkahnya tidak ada. Namun demikian, ulama berbeda pendapat jika
isteri yang diceraikan itu dalam keadaan hamil. Sebagian ulama di antaranya
Umar dan anaknya, ibnu Mas’ud, ibnu Abbas, Imam Malik, as-Syafi’i dan Ahmad
berpendapat bahwa perempuan itu berhak atas tempat tinggal tetapi tidak berhak
atas nafkah. Sedangkan menurut Ali, Jabir, Atha’, Thawus dan Daud az-Zahiri
berpendapat bahwa wanita tersebut tidak mendapat nafkah dan juga tempat
tinggal, karena perkawinan mereka dianggap putus sama sekali. Adapun menurut

pendapat Abu Hanifah, al-Tsauri, al-Hasan, dan ibnu Syubrumah menyatakan
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bahwa wanita yang ditalak ba’in tersebut masih mempunyai hak nafkah dan
tempat tinggal. >

Ulama yang mewajibkan bekas suami untuk menafkahi isteri yang hamil
ketika telah habis masa ‘iddah atau perempuan yang ditalak tiga yaitu dalam al-

Quran surat al-Thalak ayat 6 sebagai berikut:
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Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka
untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang
sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan
(anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya,
dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik;
dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh
menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. At-Thalaqg: 6).

Adapun hak isteri dalam masa ‘iddah yaitu hak untuk mendapatkan
nafkah.** Sementara itu, kewajiban isteri di antaranya tetap tinggal di rumah
suaminya. Isteri yang menjalani masa ‘iddah tetap tinggal di rumah mantan
suaminya dengan syarat mantan isteri bersikap baik dan taat terhadap mantan
suaminya. Tetapi jika wanita tersebut durhaka maka tidak mendapat hak apa-apa
dari mantan suaminya.

Mengenai hak isteri terhadap nafkah dari mantan suaminya berdasarkan

ketentuan hadis Rasulullah sebagai berikut:

%2Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan..., him. 322-323.
%Wahbah Zuhaili, al-Tafsirul Muniir..., him. 662.
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Artinya:
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“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah
menceritakan kepada kami Abdul Aziz yaitu lbnu Abi Hazim. Dan
Qutaibah juga berkata; Telah menceritakan kepada kami Ya'qub, yaitu
Ibnu Abdirrahnman Al Qari, sedangkan keduanya dari Abu Hazim dari
Abu Salamah dari Fathimah binti Qais bahwa dia telah diceraikan oleh
suaminya pada zaman Nabi saw., kemudian (suaminya) memberi
nafkah untuk dirinya kurang dari biasanya. setelah mengetahui hal itu,
dia berkata; Demi Allah, sungguh saya akan meberitahukan hal ini
kepada Rasulullah saw., jika sekiranya saya masih berhak
mendapatkannya dari mantas suamiku, maka saya akan mengambilnya
untuk memperbaiki kehidupanku, namun jika saya tidak berhak
mendapatkan nafkahnya lagi, maka saya tidak akan mengambilnya
sedikit pun. Dia berkata; Lantas saya beritahukan hal itu kepada
Rasulullah saw., maka beliau bersabda: "Kamu tidak berhak lagi
mendapatkan nafkah dan tempat tinggal darinya”. (HR. Muslim).

Ditentukan juga bahwa seorang perempuan berada dalam masa ‘iddah

harus tetap tinggal bersama suaminya selama iddahnya belum habis. Mantan isteri

bahkan dianjurkan untuk berdandan dan mendekati suaminya lagi agar sang suami

merujuknya kembali dengan ucapan ataupun perbuatan (hubungan suami isteri).

Selain itu, wanita tersebut dilarang keluar untuk jalan-jalan, ziarah, haji, maupun
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umrah, dan ia harus tetap berada dirumah suaminya kecuali untuk memenuhi
tuntutan kebutuhan hidupnya sehari-hari.*

Berangkat dari penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa suami
mempunyai hak dalam masa ‘iddah, begitu juga mantan isteri. Di samping itu,
suami mempunyai kewajiban terhadap isteri, dan isteri juga mempunyai
kewajiban terhadap mantan suaminya. Dari keterangan sebelumnya, maka dapat
disimpulkan hak-hak suami yaitu hak merujuk isteri, hak agar isterinya tidak
keluar dari rumah, dan hak untuk tidak menikah dengan laki-laki lain. Adapun hak
isteri yaitu mendapatkan nafkah dan ini merupakan kewajiban suami untuk
memenuhinya, begitu juga hak untuk mendapatkan tempat tinggal, dan mendapat

perhatian (perlakuan) baik dari suaminya.

2.3. Pandangan Ulama Tentang Hak Rujuk dalam Masa ‘Iddah

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa rujuk merupakan hak suami
sebagaimana hak talak yang dimilikinya.*® Rujuk dalam pandangan fikih adalah
tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak tersebut didasarkan kepada
pandangan ulama fikih bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami.
Oleh karena rujuk bersifat sepihak dari suami, maka tidak diperlukan penerimaan
dari pihak isteri atau walinya.

Adapun ucapan yang dijadikan sebagai cara untuk rujuk ada dua macam.
Pertama yaitu ucapan sharih, dalam arti bahwa ucapan rujuk yang jelas untuk

tujuan rujuk. Seperti kalimat yang digunakan dalam al-Quran dengan lafaz ra-ja-

¥M. Sayyid Ahmad al-Musayyar, Akhlak al-Usrah al-Muslimah Buhuts wa Fatawa, (terj:
Habiburrahim), cet. 12, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), him. 330.
*1bnu Qayyim al-Jauziyyah, Mukhtasar Zad al-Ma’ad..., him. 340.
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‘a, am-sa-ka dan radda.*® Adapun selain dari ketiga kata tersebut merupakan
bagian dari rujuk dengan ucapan kinayah dan untuk dapat disahkannya rujuk
dengan ucapan kinayah ini diperlukan niat untuk rujuk dari pihak suami.

Dalam hal persaksian rujuk, terdapat beberapa pendapat. Pendapat pertama
mengharuskan adanya saksi dalam rujuk, sedangkan pendapat lain tidak
mensyaratkan adanya saksi dalam rujuk. Menurut Imam Syafi’i,*" kewajiban
suami mendatangkan saksi ketika suami hendak rujuk pada isterinya. Sedangkan
menurut pendapat jumhur ulama, keberadaan saksi dalam rujuk tidak diwajibkan
melainkan disunnahkan.

Menurut kesepakatan fugaha, suami yang menjatuhkan talak memiliki hak
untuk merujuk isteri dengan ucapan. Juga dengan perbuatan menurut mazhab
Hanafi, Hambali, dan Malik, selama dia (isteri) masih berada dalam masa iddah.
Hal ini dapat dilakukan tanpa harus meminta izin atau keridhaan dari bekas
isterinya.*® Mengenai ada tidaknya izin dari isteri terhadap rujuk suami, terlihat
adanya perbedaan hukum antara materi hukum Kompilasi Hukum Islam dengan
ketentuan hukum seperti telah disebutkan di atas.

Dalam Pasal 164 KHI disebutkan bahwa seorang wanita dalam iddah talak
raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dengan dua orang saksi. Dalam Pasal
167 ayat (2) dinyatakan bahwa ketika suami ingin merujuk isteri, maka terlebih

dahulu harus ada persetujuan dari bekas isterinya. Terhadap ketentuan ini, tentu

% Amir Syarifuddin, Hukum Pekawinan..., him. 341-443.

¥"Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Figh Islam, edisi kedua, (Semarang:
Pustaka Rizki Putra, 1997), him. 290.

*¥Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Figh Islam, edisi kedua, (Semarang:
Pustaka Rizki Putra, 1997), him. 290.
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terdapat perbedaan mendasar antara peraturan peundang-undangan dengan
pendapat para ulama terdahulu.

Dalam Islam, hak rujuk akan hilang ketika masa ‘iddah isteri telah
berakhir.* Jika telah selesai masa ‘iddah, dan suami ingin kembali rujuk, maka
suami diharuskan melakukan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru.*°
Dalam hukum Islam, juga ditetapkan bahwa suami tidak dibenarkan
mempergunakan hak rujuk dengan tujuan yang tidak baik. Misalnya, suami
menggunakan hak rujuk untuk menyengsarakan isterinya atau untuk
mempermainkannya. Karena hal tersebut merupakan bentuk kezaliman suami.*
Dengan demikian, meski rujuk sebagai hak, maka hak tersebut tidak bisa

digunakan secara semena-mena.

*Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Zslam..., him. 384.
“Syaikh Ahmad Jad, Figih Wanita dan Keluarga, (Jakarta: Kaysa Media, 2013), him.
466.

“Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Zsiam..., him. 384.
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TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN IZIN RUJUK
SUAMI DALAM MASA ‘IDDAH

3.1. Ketentuan Rujuk dalam Peraturan Perundang-Undangan

Sebelum membahas ketentuan rujuk dalam undang-undang, penting
kiranya untuk mengulang sekilas beberapa peraturan umum yang mengatur
tentang hukum keluarga, khususnya dalam bidang perkawinan. Di Indonesia,
undang-undang yang mengatur perkawinan secara umum di antaranya Undang-
Undang 1946 Nomor 22 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk.
Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junto
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam
masalah talak sedikit dimuat dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 88 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang
telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama. Kemudian, dimuat pula dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan-peraturan di atas secara umum mengatur hal ihwal perkawinan
dan segala permasalahannya. Meski demikian, peraturan perundang-undangan
tersebut ada yang tidak membahas secara rinci khususnya dalam masalah

prosedur dan tata cara rujuk. Prosedur dan tata cara rujuk tidak ditemukan

41
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aturannya dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah.’
Kemudian, tidak pula ditemukan dalam Undang-Undang Pengadilan Agama.
Kendati demikian, dalam dua aturan umum, yaitu dalam Undang-Undang 1946
Nomor 22 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk serta dalam
Kompilasi Hukum Islam secara rinci dijelaskan. Untuk itu, sub bahasan ini
diarahkan pada dua ketentuan terakhir disebutkan.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 1946 Nomor 22 Tentang
Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk, disebutkan bahwa perihal rujuk yang
dilakukan menurut agama Islam, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah
(PPN), sebagaimana dapat dipahami dari bunyi pasal di bawah ini:

“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah,
diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama
atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan
menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan

kepada pegawai pencatat nikah”. (Pasal 1 ayat 1).

Selain pasal di atas, tidak ada lagi ditemukan ketentuan yang rinci
menegaskan tata cara rujuk bagi umat Islam yang berada wilayah Indonesia.
Aturan selanjutnya baru dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI
sendiri sebagai satu aturan khusus diberlakukan bagi umat Islam Indonesia.
Aturan rujuk dalam KHI secara rinci ditegaskan, yaitu dapat dilihat dari

ketentuan Pasal 150 hingga Pasal 169.

YAmiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, cet. 4, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2012), him. 268-269.
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Pada Pasal 150 tegas dinyatakan bahwa bekas atau manta suami berhak
(memiliki hak) melakukan rujuk. Hak rujuk yang dimiliki mantan suami ini tidak
serta merta dapat dilakukan, melainkan harus melalui prosedur dan tata cara yang
telah ditetapkan pada pasal selanjutnya. Berikut ini, dikutip beberapa pasal dalam
KHI yang mengatur ketentuan umum dan tata cara rujuk.

“(1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa ‘iddah. (2)
Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal: a. putusnya perkawinan karena
talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali, atau talak yang dijatuhkan
gabla al-dukhzl. b. putusnya perkawinan berdasar putusan Pengadilan

dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khulu’”. (Pasal 163).

“Seorang wanita dalam ‘iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan
atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat

Nikah disaksikan dua orang saksi”. (Pasal 164)

“Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas isteri, dapat dinyatakan

tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”. (Pasal 165).

“Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk
dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat
dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang

mengeluarkannya semula”. (Pasal 166).

Berdasarkan empat pasal di atas, dapat ditarik beberapa poin hukum. Di

antaranya, suami mempunyai hak untuk merujuk isteri. Rujuk dalam pengertian
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di sini yaitu kembalinya suami kepada isteri tanpa harus melakukan akad nikah
baru, atau mahar yang baru. Hak rujuk ini kemudian dapat dipergunakan hanya
ketika isteri masih dalam masa ‘iddah. Artinya, setelah masa ‘iddah, suami tidak
dapat kembali kepada isteri, kecuali harus melakukan akad nikah dan mahar yang
baru, sebagaimana telah diatur dalam hukum Islam.?

Selian poin di atas, dapat juga dicermati bahwa rujuk suami tidak dapat
dilakukan ketika talaknya telah jatuh tiga kali. Hal ini karena talak tiga kali telah
masuk dalam ba’in kubra. Jika ia ingin kembali, maka mantan isteri harus lebih
dulu menikah secara sah dengan laki-laki lain, dan telah melakukan jima’
(hubungan kelamin).® Rujuk juga tidak dapat dilakukan terhadap mantan isteri
ketika belum pernah sama sekali di jima’. Karena, perempuan yang belum di
jima’ tidak ada ‘iddah baginya.

Mengenai tata cara rujuk, secara umum di atas dalam Pasal 167 sampai
dengan Pasal 169 KHI, sebagai berikut:

“(1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya
ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang
mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan
tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan. (2)
Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri di hadapan Pegawai Pencatat

Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. (3) Pegawai Pencatat

ZAturan akad nikah dan mahar yang baru ini berlaku ketika suami ingin kembali kepada
isteri, tetapi ‘iddah mantan isterinya justru telah habis. Lihat dalam Amir Syarifuddin, Hukum
Perkawinan Islam di Indonesias: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, cet.
3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), him. 139.

*Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, ed. In, Figih Islam; Pernikahan,
Talak, Khulu’, Meng-Ila’ Isteri, Li’an, Zhihar, Masa Iddah, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk),
jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 535.
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Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan
menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat
merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan
itu masih dalam ‘iddah talak raj’i, apakah perempuan yang akan dirujuk
itu adalah isterinya. (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan
masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani
Buku Pendaftaran Rujuk. (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan Pegawai
Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan

kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk”. (Pasal 167).

“(1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat
Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh
masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat
keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk
dan yang lain disimpan. (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk
oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15
(lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan. (3) Apabila lembar pertama
dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah
membuatkan salinannya dari daftar lembar kedua, dengan berita acara

tentang sebab-sebab hilangnya”. (Pasal 168).

“(1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya

rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama di tempat
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berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri
masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut
contoh yang ditetapkan oleh Mentri Agama. (2) Suami isteri atau
kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut
datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu
untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang
bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang
yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang
bersangkutan telah rujuk. (3) Catatan yang dimaksud ayat (2), berisi
tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal

Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera”. (Pasal 169)

Berangkat dari beberapa pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa rujuk
harus memenuhi dan mengikuti beberapa tata cara dan prosedur rujuk. Suami
yang hendak merujuk isterinya harus datang bersama-sama mantan isterinya.
Keduanya mendatangi Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat
Nikah yang berada dalam wilayah tempat tinggal suami isteri tersebut. Syaratnya
yaitu harus membawa penetapan talak dari pengadilan kemudian menghadirkan
saksi rujuknya. Mengenai keharusan membawa penetapan talak dari pengadilan
dimaksudkan sebagai bukti bahwa mereka benar-benar telah berpisah, kemudian
dapat diketahui tentang sisa masa iddah isterinya.

Setelah itu, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat
Nikah melakukan pemeriksaan tentang terpenuhi tidaknya syarat rujuk menurut

hukum Islam, misalnya tentang apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih
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dalam ‘iddah talak raj’i. Untuk itu, diperlukan adanya bukti surat talak dari
pengadilan tadi, sehingga pihak PPN dapat melihat sisa waktu ‘iddah dari tanggal
penetapan cerai talak dengan masa rujuk yang dilakukan suami. Dengan
terpenuhinya semua syarat rujuk, maka suami dapat mengucapkan rujuk kepada
mantan isterinya, serta didengar oleh beberapa saksi, kemudian kedua pasangan
beserta saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.

Langkah selanjutnya yaitu pihak PPN mengirim salinan buku daftar rujuk
pasangan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyyah tempat keduanya
bercerai. Kemudian pasangan dengan kuasanya membawa Kutipan Buku
Pendaftaran Rujuk ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu
untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah baru. Dengan demikian,
maka pasangan tadi kembali dapat menjalin hubungan suami isteri dan masing-
masing terikat atas hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam agama.

Satu syarat terpenting dalam peraturan hukum di Indonesia ketika suami
ingin rujuk adalah kerelaan dan izin isterinya. Untuk itu, pembahasan ini akan

dikaji secara khusus dalam sub basahan di bawah ini.

3.2. Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa ‘lddah

Secara umum, adanya talak bukan berarti menutup kemungkinan suami
isteri untuk bersatu lagi. Menurut Dhevi Nayasari, salah seorang Dosen di
Universitas Lamongan, Jawa Timur, menyebutkan bahwa talak tidak serta merta
menjadikan hubungan suami isteri terputus selamanya. Akan tetapi, keduanya

dapat bersatu membina hidup layaknya hidup sebelum terjadinya talak, yaitu
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melalui jalan suami diberi hak dan kesempatan untuk merujuk bekas isterinya,
asal dengan terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan, baik syarat dalam
undang-undang maupun hukum Islam.* Untuk itu, rujuk tersebut dimungkinkan
karena setelah menjalankan masa ‘iddah, tiba-tiba timbul keinginan untuk bersatu
lagi karena masih sayang atau cinta satu sama lain. Apalagi bila ingat kenangan
manis selama proses perkawinan dan masa-masa menjalani kehidupan bersama
dalam rumah tangga sehingga menggugah hati mereka untuk rujuk.

Menanggapi beberapa pasal KHI sebelumnya, penulis memandang izin
isteri sebagai syarat yang sifatnya prioritas dalam rujuk, atau dapat dikatakan
sebagai syarat pokok/utama dari rujuk itu sendiri. Aturan yang tegas mengenai
suami yang ingin merujuk isteri sebagaimana dicantumkan dalam KHI yaitu
adanya izin dari isteri ketika suami ingin merujuknya. Artinya, izin isteri harus
diperoleh terlebih dahulu oleh suami ketika ingin merujuk isterinya. Hal ini
sebagaimana maksud Pasal 164, Pasal 165, dan Pasal 167 ayat (2) Kompilasi
Hukum Islam seperti telah dikutip sebelumnya.

Izin isteri dalam rujuk mutlak harus ada. Apabila suami belum
mendapatkan izin isteri, ia tidak dapat mengajukan rujuknya kepada PPN, apalagi
pengajuan rujuk tersebut dilakukan secara sepihak. Jika tetap dilakukan secara
sepihak, misalnya suami langsung mendatangi pihak PPN untuk merujuk isteri,
maka secara prosedur hukum tidak memenuhi ketentuan Pasal 167 ayat (1), di
mana ditentukan dalam bunyi pasalnya: “Suami yang hendak merujuk isterinya

datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah...”. Artinya, rujuk

“Dhevi Nayasari, “Pelaksanaan Ruju’ pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Lamongan”. Jurnal Independent. Vol. 2, No. 1, Februari 2012, him 85.
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tidak dapat dilakukan dan diajukan sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama
dengan mantan isteri. Keadaan bersama-sama inilah sebagai salah satu indikasi
adanya persetujuan dan izin isteri atas rujuk suami.

Izin isteri dapat dikatakan sebagai syarat mutlak dalam rujuk suami juga
dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 164 dan Pasal 165 KHI. Dalam dua pasal
ini disebutkan mantan isteri bisa saja mengajukan keberatan atas rujuk suami,
bahkan keberatan tersebut sebagai hak yang melekat padanya. Kemudian,
Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyyah bisa juga menyatakan rujuk suami
tidak sah karena ketiadaan izin isteri. Dengan demikian, ada tidaknya izin atau
persetujuan isteri ini dipandang sebagai pengikat, penguat bisa tidaknya suami
merujuk isteri.

Sebagaimana disebutkan oleh Wardah Nuroniyah, salah seorang Dosen
pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon,
menyebutkan bahwa Landasan KHI Pasal 163-165 tentang izin isteri dalam rujuk
suami adalah menggunakan dalil surat al-Bagarah ayat 228 dengan kutipan: “wa
bu iilatuhunna ahagqu bi raddihinna”, artinya: “para suami lebih berhak untuk
merujuk isteri-isteri mereka. Menurut Wardah Nuroniyah KHI juga
menggunakan interpretasi bahasa atas ayat tersebut untuk menetapkan bahwa
rujuk harus sepersetujuan isteri. Interpretasi ayat tersebut tidak hanya didasarkan
pada makna tersurat dari nas (dalalah al ‘ibarah), tetapi juga makna yang tersirat
(dalalah al-isharah), yaitu apabila suami lebih berhak (akaqq) dalam masalah
rujuk, berarti isteri juga memiliki hak walaupun sedikit dan bersifat pasif. Atas

dasar itu, KHI tetap menyatakan bahwa hak rujuk adalah tetap milik suami,
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sebagaimana makna tersuratnya (dalalah ‘ibarah), hanya saja isteri dapat
mengajukan keberatan apabila tidak setuju terhadap rujuk tersebut.®

Lebih lanjut, dikatakan bahwa dalalah isharah (makna tersirat) dari
ketentuan tersebut tentu saja dipengaruhi oleh pertimbangan konteks masyarakat
Indonesia (al-‘urf), dengan tanpa harus meninggalkan makna eksplisit dari nash.
‘Urf dan nas berjalan seiring, karena keduanya sama-sama penting, sebagaimana
kaidah: al-Ta’yin bi al-‘urf ka al-ta’yin bi al-nas, artinya: “ketentuan dengan
dasar kebiasaan masyarakat sama dengan ketentuan nash.® Dengan demikian,
ketentuan KHI tentang izin isteri dalam rujuk suami merupakan tuntutan yang
harus didapatkan oleh suami sebelum ia mengajukannya kepada PPN. Untuk itu,
dapat penulis simpulkan bahwa izin isteri dalam rujuk sebagai syarat pokok yang

harus didapatkan oleh suami.

3.3. Metode Istinbat Hukum yang Digunakan Para Ulama dalam
Menetapkan Hak Rujuk Suami

Untuk mengetahui metode istinbat hukum yang digunakan para ulama
dalam menetapkan hak rujuk suami tanpa izin isteri, terlebih dahulu harus
diketahui dalil apa saja yang digunakan ulama dalam menetapkan hak rujuk
suami tersebut. Sebagaimana telah dikutip pada bab Il sebelumnya, bahwa di
antara dasar hukum rujuk vyaitu Alquran surat al-Bagarah ayat 228-229.

Kemudian, dasar hukum lainnya yaitu ketentuan surat al-Talaq ayat 2:

*Wardah Nuroniyah, “Kritik Metodologis terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan
dalam Kompilasi Hukum Islam”. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. 1, No. 1, Juni
2016, him. 37.

®Wardah Nuroniyah, “Kritik Metodologis terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan
dalam Kompilasi Hukum Islam”. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. 1, No. 1, Juni
2016, him. 37.
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Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah
mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan
hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah
diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan
hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan
Mengadakan baginya jalan keluar”. (QS. Al-Talaq: 2).

Kemudian, dalil yang lebih rinci ditemukan dalam surat al-Bagarah ayat
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Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir
iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau
ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu
rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian
kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka
sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah
kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah
padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-Kitab
dan al-Hikmah (as-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu
dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah
serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu™.
(QS. Al-Bagarah: 231).
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Jika diperhatikan, ayat ini menjadi landasan rinci mengenai rujuk suami
serta hal-hal yang harus diperhatikan suami ketika merujuk isterinya. Suami
diperintahkan untuk merujuk isteri dengan lebih dulu melihat dan menghitung
iddah isteri. Wahbah Zuhaili menyebutkan, suami hendaknya tidak merujuk isteri
dengan tujuan menyiksa, ada tujuan yang tidak baik dan memudharatkan
isterinya.” Untuk itu, rujuk yang dimaksud dalam ayat di atas yaitu rujuk yang
baik (ma’ruf), artinya tidak ada niat jahat kepada isterinya dan benar-benar ingin
membangun hubungan yang baik dengan mantan isteri.

Terhadap dalil-dalil di atas, ulama sepakat bahwa rujuk merupakan hak
suami. Hak rujuk ini tidak memerlukan izin dari isteri.® Sebagaimana talak, rujuk
adalah hak prerogatif suami, dan isteri harus menerima keputusan suami untuk
rujuk atau tidak. Atas dasar itu, muncul pendapat ulama bahwa rujuk bi al-fi’li
(dengan perbuatan) adalah sah, tanpa perlu membicarakannya terlebih dahulu
dengan isteri.®

Mengenai metode istinbar hukum yang digunakan para ulama dalam
menetapkan hak rujuk pada suami tanpa izin isteri, tampak menggunakan metode

bayant atau disebut juga dengan metode lughawiyyah,*® yaitu metode dengan

"Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islams..., him. 257.

8lbnu Rusy, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid, ed. In, Bidayaul Mujtahid:
Analisa Figih Para Mujtahid, (terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), cet. 2, jilid 2,
(Jakarta: Pustaka Amani, 2007), him. 271.

Imam Mazhab, seperti Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa rujuk dengan
perbuatan (jimak) adalah sah asalkan disertai niat, sementara menurut Syafi’t tidak boleh, rujuk
harus dengan perkataan karena dianalogikan dengan akad nikah. meski tidak boleh, Imam Syafi’
tetap memandang rujuk tidak perlu mendapat izin dari isteri. Lihat dalam Ibnu Rusyd, Bidayah al-
Mujtahid..., him. 273.

Metode bayani merupakan salah satu metode penalaran dalam menggali hukum Islam.
selain metode bayani, hukum islam juga digali melalui metode penalatan a ’/ili dan istislahi. Lihat
dalam Analiansyah, Ushul Figh Ill, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), him. 49: Al Yasa’
Abubakar menggunakan istilah metode bayani dengan metode lughawiyyah, yaitu penalaran yang
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melihat pada kaidah kebahasaan dalil al-Quran. Maksudnya, kaidah-kaidah
kebahasaan yang terdapat dalam dalil-dalil rujuk dianalisa sedemikian rupa,
sehingga mendapatkan satu pemahaman, berangkat dari pemahaman tersebut
kemudian dikeluarkan satu produk hukum.

Menurut ulama mazhab, baik Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, beserta
pengikut-pengikutnya, menyatakan bahwa ketentuan al-Bagarah ayat 228, ayat
229, ayat 231, kemudian ketentuan surat al-Talaq ayat 2 bersifat umum (‘am).
Artinya, keumuman ayat tersebut memberikan hak penuh kepada suami untuk
merujuk isterinya tanpa menimbang adanya izin dan persetujuan dari isteri.
Sementara itu, tidak ada dalil yang khas (khusus) baik dalam al-Quran maupun
hadis yang mengharuskan rujuk ada izin isteri. Atas pertimbangan itulah, ulama
menetapkan rujuk merupakan hak suami yang tidak memerlukan izin isteri.

Dalam fikih empat imam mazhab, tidak disebutkan izin isteri masuk
sebagai syarat rujuk, apalagi masuk dalam rukun rujuk. Imam Hanafi menyatakan
rukun rujuk hanya ucapan rujuk. Menurut mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali
menetapkan rukun rujuk itu yaitu ucapan rujuk dan suami. Imam Malik
menambahkan suami boleh rujuk dengan perbuatan dengan disertai niat untuk
rujuk, sementara imam Ahmad membolehkan rujuk dengan perbuatan meski
tidak disertai niat. Sedangkan imam Syafi’i tidak membolehkan rujuk dengan

perbuatan, melainkan dengan kata-kata.*

bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan. Lihat dalam Al Yasa’ Abubakar, Metode Istislahiah:
Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Figh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2016), him. 18.

Ybnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid..., him. 273. Lihat juga dalam Muhammad Jawad
Mughniyyah, al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Khamsah, ed. In, fikih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi,
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Berdasarkan uraian tersebut, tidak ditemukan pendapat ulama yang
mensyaratkan izin isteri dalam rujuk. Karena, rujuk merupakan hak istimewa
sebagai imbangan atas hak talak yang dimilikinya. Melalui tela’ah atas kaidah-
kaidah umum ayat tentang rujuk tersebut (bayani), ulama tidak melihat adanya
keharusan, bahkan tidak ditemukan dalam yang khusus (khas) membicarakan izin

isteri dalam rujuk.

3.4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam
Masa ‘lddah

Dalam kitab-kitab fikih tegas dinyatakan rujuk dipandang sebagai
peristiwa personal yang hanya melibatkan suami dan isteri. Meski melibatkan
suami dan isteri, tetapi hak rujuk hanya diberikan kepada pihak suami, sehingga
kapanpun, di mana pun ia dapat merujuk isteri tanpa melihat pada persetujuan
isteri. Namun demikian, untuk hukum-hukum yang berlaku di negara-negara
muslim, ternyata hak penuh untuk merujuk isteri ini telah digeser menjadi
wilayah yang sedikit terbuka. Sehingga persyaratan administratif menjadi sangat
penting. Selian itu, syarat utamanya adalah dalam rujuk harus ada izin isteri.*?

Terkait dengan pergeseran hukum tersebut, tentu tidak dapat dilepaskan
dari kepentingan-kepentingan sehingga dalam rujuk harus ada izin isteri.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam KHI tentu tidak

Maliki, Syafi’i, Hanbali, (terj: Abdul Ghoffar, dkk), jilid 8, (Jakarta: Lentera, 2005), him. 205-
208.

2Tidak hanya di Indonesia, di Irak, Malaysia, dan negara yang mayoritas berpenduduk
muslim lainnya juga mensyaratkan adanya izin isteri dalam rujuk. Lihat dalam Wardah
Nuroniyah, “Kritik Metodologis terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Kompilasi
Hukum Islam”. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. 1, No. 1, Juni 2016, him. 37.
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hanya mengatur peristiwa rujuk, tetapi ada maksud tertentu, dengan tujuan demi
kebaikan kedua pihak suami isteri.

Dilihat dari dasar hukum, baik al-Quran dan hadis, memang tidak
disebutkan secara tegas terkait adanya syarat izin isteri dalam rujuk suami. Di sisi
lain, juga tidak ditemukan pelarangan, atau perintah untuk merujuk isteri
meskipun tidak ada kerelaan dari pihak isteri. Untuk itu, menurut penulis, izin
rujuk ini merupakan pengkondisian hukum, dalam arti bahwa untuk sekarang ini
izin rujuk memang sangat dibutuhkan.

Yang menjadi ukuran apakah izin isteri dalam rujuk suami bertentangan
dengan hukum Islam atau tidak, maka terlebih dahulu harus dapat dianalisa
kedudukan izin rujuk itu sendiri. Langkah pertama yang mesti diperhatikan
adalah al-Quran dan hadis memerintahkan keharusan izin isteri. Kemudian, al-
Quran dan hadis juga tidak melarang adanya izin isteri dalam rujuk suami.
Dengan demikian, persoalan izin rujuk ini sebanarnya kebutuhan hukum dewasa
ini.

Langkah selanjutnya, harus diketahui dan dianalisa apa sebetulnya tujuan
izin rujuk tersebut. Menurut Abdul Manan, seperti dikutip oleh Wardah, bahwa
tujuan perumusan pasal-pasal yang mengatur syarat izin isteri dalam rujuk suami
adalah untuk mengurangi kemungkinan adanya niat yang tidak baik dari pihak
isteri. Kemudian, tujuannnya adalah untuk mengurangi kesewenangan suami,
kerana ia telah diberikan hak talak secara penuh. Dengan pembatasan syarat izin

isteri ini, maka secara langsung dapat dirasakan bagi pihak suami, dan
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kemungkinan kesewenangan tersebut dapat dihindari.** Untuk itu, aturan izin
rujuk ini sangat diperlukan. Bahkan isteri diberi kebebasan untuk menolak rujuk
suami.

Selanjutnya, peluang isteri untuk menolak kehendak rujuk suami, agaknya
sebagai bentuk perlindungan KHI terhadap perempuan. Karena, akan tidak adil
jika hak talak sepenuhnya hanya diberikan kepada suami sehingga ia bebas
mentalak isterinya kapanpun ia mau selama masa iddah. Di sisi lain, akan tidak
adil pula ketika hak rujuk juga diberikan penuh kepadanya tanpa dibarengi
dengan syarat-syarat tertentu.

Untuk sekarang ini, jika izin isteri tidak ada, maka terkesan seolah-olah
isteri tidak berdaya menghadapi dominasi suami. Isteri lebih pada posisi yang
ditentukan ketimbang menentukan, lebih inferior dan lain sebagainya. Dengan
diberikannya hak kepada isteri untuk menolak atau menyetujui kehendak rujuk,
maka aturan itu sebenarnya mengingatkan laki-laki agar tidak sembarangan
menjatuhkan talak kepada isterinya, kemudian dapat memperkecil kesewenangan
suami terhadap isteri sebagaimana disebutkan oleh Abdul Manan sebelumnya.

Dalam hukum Islam, syarat-syarat mengenai suatu perbuatan hukum harus
ada, sehingga perbuatan hukum yang dimaksudkan mencapai tujuan yang
diinginkan. Menurut Wahbah Zuhaili, syarat pembentuk suatu perbuatan itu ada
dua, yaitu syarat syar’i dan syarat tawsiqi. Syarat syar’i adalah syarat-syarat yang

telah ditetapkan oleh oleh hukum Islam. Sedangkan syarat tawsiqgi adalah syarat

B\wardah Nuroniyah, “Kritik Metodologis terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan
dalam Kompilasi Hukum Islam”. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. 1, No. 1, Juni
2016, him. 82.
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yang dibuat pemerintah demi kepentingan dan tujuan tertentu.** Demikian juga
menurut Syaikh Jad al-Haqg Ali Jad al-Haq, sebagaimana yang dikutip oleh Satria
Effendi, bahwa syarat itu terbagi dua, yaitu syarat syar’i dan syarat tawsiqi.
Syarat syar’i adalah syarat yang menentukan sah tidaknya sebuah peristiwa
hukum. Syarat ini adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh syara’. Adapun
syarat tawsiqi adalah syarat atau peraturan tambahan.

Berangkat dari keterangan tersebut, maka menurut penulis aturan tentang
izin isteri dalam rujuk suami masuk dalam syarat tawsiqgi atau syarat tambahan
selain syarat syar’i. Syarat syar’i dalam rujuk misalnya adanya niat, kemudian
rujuk disyratkan harus dengan ungkapan. Sedangkan izin isteri bagian dari syarat
yang dibuat oleh pemerintah sebagai tambahan syarat syar’i. Dalam hal ini,
ketentuan hukum vyang dibuat pemerintah berlaku umum, mengikat, dan

meniadakan perbedaan pendapat, sesuai kaidah hukum Islam:

WL mbpg plil] WSTH S

Artinya: “Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan

menghilangkan perbedaan pendapat”.*®

Makna kaidah fikih di atas dipahami bahwa keputusan pemerintah,
termasuk di dalamnya adalah Kompilasi Hukum Islam merupakan keputusan
yang sifatnya mengikat masyarakat muslim dan wajib dilaksanakan. Bagi

masyarakat Islam di Indonesia, ketentuan atau keputusan pemerintah yang

Y“Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islam..., him. 236. Lihat juga dalam Satria Effendi M.
Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2004), him. 33-34.

>Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum..., him. 33-34.

18Jaih Mubarok, Kaidah Figh Sejarah dan Kaidah Asasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002),
him. 166.
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dimaksudkan salah satunya adalah KHI khususnya dalam bidang perkawinan
disebutkan bahwa rujuk suami harus ada izin isteri seperti maksud Pasal 167 ayat
(2) KHI. Dalam kaitan dengan kaidah tersebut, ketentuan izin isteri adalah
mengikat dan harus dilaksanakan, serta ketentuan ini dapat menghilangkan
perbedaan pendapat dikalangan masyarakat terhadap status rujuk.

Selanjutnya, ukuran dapat dibenarkan tidaknya izin isteri dalam rujuk
suami ini juga dapat dilihat dari metode yang digunakan, sehingga izin isteri
memang diperlukan. Menurut Ahmad Rafiq, kemaslahatan atau mas/ahah dapat
dijadikan metode dalam menetapkan hukum suatu peraturan hukum Islam.*’
Dalam penemuan hukum tentang syarat izin isteri ini, maka tampak yang menjadi
dasar KHI dalam menetapkan syarat tersebut condong kepada konsep masi/ahah,
yaitu memelihara keselamatan sang isteri, yang dikhawatirkan akan terjadi objek
kesewenangan dari suaminya. Dasar konsep masl/ahah ini adalah kaedah fikih

sebagai berikut:

USRIV

Artinya: “Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan”.*®

Kemudian kaidah yang menyatakan:
Flall o e pide awldd T

Artinya: “Menghilangkan mafsadat lebih di dahulukan daripada mengambil
manfaat.™®

Y"Ahmad Rafig, Hukum Islam di Indonesia, cet. 4, (Jakarta: PT. Raja Grafndo Persada,
2009), him. 105.

18Jaih Mubarok, Kaidah Figh..., him. 121.

19Jaih Mubarok, Kaidah Figh..., him. 124.
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Kaidah-kaidah tersebut tampak sebagai jalan untuk mengurangi kerusakan
hubungan suami isteri ketika telah terjadi rujuk. Dalam al-Quran surat al-Bagarah
ayat 231 sendiri menyebutkan dalam merujuk isteri jangan ada motivasi untuk

memudharatkan isteri. Adapun kutipan ayatnya adalah:
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Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir
iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau
ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu
rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian
kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka
sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah
kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat
Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu
Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran
kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah
kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui
segala sesuatu”. (QS. Al-Bagarah: 231).

Ayat ini secara tegas menyatakan kepada suami yang ingin merujuk isteri
dengan baik-baik. Hal ini tampak dengan ungkapan “bi ma’riaf”. Kemudian,
bagian selanjutnya Allah melarang suami merujuk isteri dengan tujuan
memudharatkannya. Dengan demikian, metode masl/ahah tepat digunakan dalam
menetapkan keharusan adanya izin isteri. Karena, izin isteri dapat mencegah hal-

hal yang tidak diinginkan yang dapat membahayakan isteri. Dengan demikian,
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dapat diketahui bahwa izin isteri dalam rujuk suami tampak sesuai dengan nilai-
nilai dan tujuan-tujuan hukum Islam itu sendiri.

Berangkat dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka dapat ditarik
kesimpulan dalam empat poin hukum. Pertama, al-Quran dan hadis tidak
memerintahkan dan juga tidak melarang adanya syarat izin isteri dalam rujuk
suami. Kedua, izin isteri masuk dalam aturan tambahan yang buat pemerintah,
dan masuk sebagai syarat tawsiqi. Ketiga, peraturan pemerintah bersifat mengikat
dan wajib dilaksanakan. Keempat, tujuan dibentuk syarat izin isteri dalam rujuk
suami yaitu untuk mengurangi kemudaharatan, khususnya bagi isteri. Sehingga,
konsep yang tepat digunakan adalah mas/ahah. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa kedudukan izin rujuk suami dalam masa ‘iddah dapat

dibenarkan dan sesuai dengan hukum Islam.



BAB EMPAT
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Setelah dilakukan analisa penelitian, maka dapat ditarik dua kesimpulan
yang merujuk pada pertanyaan penelitian ini, yaitu:

1. Rujuk dalam hukum Islam dapat dilakukan suami pada saat isteri masih dalam
masa iddah. Al-Quran dan hadis tidak mengharuskan adanya izin rujuk suami
dalam masa iddah. Sehingga, kapanpun suami ingin kembali kepada isteri
dibernarkan dalam Islam, meskipun isteri tidak menghendakinya.

2. Dalil yang digunakan para ulama adalah al-Quran surat al-Talaq ayat 2, surat
al-Bagarah ayat 228, ayat 229, dan ayat 231. Adapun metode istinbar yang
digunakan condong kepada metode bayant atau lughawiyyah. Melalui metode
ini, para ulama melihat dalil al-Quran tentang rujuk bersifat umum (*am).
Keumuman ayat tersebut memberikan hak penuh kepada suami untuk merujuk

isterinya tanpa menimbang adanya izin dan persetujuan dari isteri.

4.2. Saran
Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Hendaknya, penelitian tentang ketentuan peraturan peundang-undangan harus
dilakukan secara terus menerus. Hal ini berguna di samping memperkaya
referensi pada prodi Hukum Keluarga, juga sebagai bentuk tela’ah, bila perlu
sebagai kritik atas pasal-pasal dalam peraturan peundang-undangan yang

kurang relevan dengan hukum Islam.
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2. Penelitian ini tentu memiliki banyak kekurangan, baik dari segi teknik
penulisan, maupun isi. Untuk itu, penulis mengharapkan kepada segenap
pembaca agar memberikan kritik dan saran yang sifatnya perbaikan penelitian

ini ke depan.
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